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Abstrak 
Pengelolaan berbasis masyarakat adalah kemampuan swakelola oleh masyarakat 

melalui instansi RT/RW merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh pihak 

pengelola, merupakan bentuk community development. Perkampungan yang 

menjadi obyek penelitian yaitu Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP 

Pulogadung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan yang 

berlangsung di dalam kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP 

Pulogadung, untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat PIK BPLIP 

dalam melaksanakan pengelolaan kawasan di tempat tinggalnya, dan untuk 

meningkatkan sistem pengelolaan kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) 

yang melibatkan partisipasi masyarakat PIK BPLIP Pulogadung. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode analisis crosstabs dengan menggunakan system 

SPSS 15. Hasil pengolahan kuisioner kepada masyarakat PIK BPLIP 

menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masih rendahnya 

partisipasi warga yaitu pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir 

warga, dana masih terbatas, pengetahuan responden masih rendah sehingga tidak 

langsung menerapkannya. Kebanyakan orang akan melihat akan pelaksanaan 

pengawasan peraturan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola, 

kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kawasan PIK BPLIP pulogadung masih 

rendah,  SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah terhadap peran sertanya 

dalam pengelolaan kawasan. 

 

Kata kunci: perkampungan industri kecil, pengelolaan berbasis masyarakat, 

community development 

 

Pendahuluan 

 Indsutri kecil termasuk dalam industri 

wisata yang memiliki hasil produksi yang tidak 

begitu besar. Dalam hal ini, aspek teknis 

pengelolaan kawasan merupakan  salah satu usaha 

untuk menunjang iklim industri yang sehat. 

 Berdasarkan RTRW Kecamatan Cakung 

2005, kegiatan industri kecil yang berada di 

Pulogadung terutama di Kelurahan Penggilingan, 

Duren Sawit dan Kramat Jati diarahkan berlokasi 

di dekat permukiman hanya untuk jenis industri 

kecil dan tidak berpolusi, serta berwawasan 

lingkungan dengan melibatkan peran serta 

masyarakat dalam pemanfaatan ruang, 

perencanaan ruang, dan pengendalian ruang. 

Karena itu, perlu ditingkatkan pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan program community 

development dengan pendekatan partisipasi 

terhadap pengelolaan kawasan tempat tinggal 

mereka yang berada di Perkampungan Industri 

Kecil. 

 Menurut Undang-undang no.9 tahun 1995 

tentang usaha kecil, maka batasan industri kecil 

adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

perseorangan atau rumah tangga maupun suatu 

badan, bertujuan untuk memproduksi barang 

ataupun jasa untuk diperniagakan seara komersial. 

Kekuatan industri kecil, yaitu : 

1. Hubungan antar aspek fisik dan engineering. 

2. Produk dimana tenaga kerja terampil dan 

ketelitian yang tinggi merupakan faktor 

penting. 

3. Produksi dari komponen khusus. 

4. Produk yang hanya dibuat dalam jumlah 

kecil. 

5. Produk dengan keunggulan khusus dalam 

aspek disain ataupun produk khusus dalam 

pembuatannya. 

6. Hubungan antar manusia yang lebih erat. 

7. Pelayanan penjualan akan lebih baik. 
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8. Industri kecil sanggup bertindak cepat untuk 

memanfaatkan kesempatan berkembang. 

Kelemahan industri kecil antara lain : 

1. Kelemahan wawasan bisnis serta pengetahuan 

mengelola usaha dengan baik. 

2. Kesulitan mendapat akses ke pasar karena 

keterbatasan pengetahuan mengenai jaring-

jaring pemasaran yang ada. 

3. Keterbatasan pengetahuan yang menyangkut 

manajemen produksi. 

4. Keterbatasan modal. 

 Menurut Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, perkampungan berasal dari kata dasar 

“kampung” artinya tempat tinggal. Perkampungan 

adalah tempat atau daerah tempat tinggal dari 

masyarakat. Menurut Soekanto, masyarakat 

adalah orang yang hidup bersama yang 

menghasilkan kebudayaan. Masyarakat sebagai 

sejumlah individu yang hidup bersama 

meniptakan peraturan-peraturan pergaulan 

kemudian meniptakan kebudayaan masyarakat 

tersebut (Hariyono, Paulus 2007). 

 Perkampungan  terbentuk dari suatu 

satuan-satuan komuniti yang hidup seara 

tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan 

sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai: 

a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah 

milik negara, dan karena itu dapat 

digolongkan sebagai hunian liar. 

b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan 

bagian dari sebuah RT atau sebuah RW. 

Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud 

sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan 

terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan 

hunian liar. 

  Warga yang bertempat tinggal di wilayah 

Perkampungan Industri Kecil merupakan 

masyarakat. Jadi, perkampungan di kawasan PIK 

BPLIP ini dapat diartikan sebagai masyarakat 

yang dapat memproduksi sendiri kebutuhan 

pokok hidupnya. Warga perkampungan industri 

kecil direkrut sendiri melalui biologis dan warga 

di perkampungan ini terlibat sosialisasi terhadap 

tempat tinggal mereka, dimana di dalam suatu 

perkampungan tersebut terdapat kegiatan industri. 

Pengelolaan Berbasis Masyarakat  dalam 

studi ini yaitu Kemampuan swakelola oleh 

masyarakat melalui instansi RT/RW merupakan 

potensi yang harus dimanfaatkan oleh pihak 

pengelola, merupakan bentuk community 

development (BiddLe, William 1965) dalam 

tatanan komunitas masyarakat perkampungan 

industri kecil. Perkembangan prinsip community 

development yang didasari oleh masyarakat 

memiliki kemampuan untuk mengurus dan 

mengatur dirinya seperti pembangunan renovasi 

masjid, gotong royong dan sebagainya dalam 

perannya mengelola kawasan. 

  Menurut Jack Rothman (1979), 

Community Development atau Pemberdayaan 

Masyarakat adalah sebuah model pengembangan 

masyarakat yang menekankan pada partisipasi 

penuh seluruh warga masyarakat. PBB (1955) 

mendefinisikan pengembangan masyarakat 

sebagai pengembangan masyarakat didefinisikan 

sebagai suatu proses yang dirancang untuk 

menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan 

sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan 

partisipasi aktif dan sejauh mungkin 

menumbuhkan prakarsa. 

  Secara umum, community development 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk 

memperbesar akses masyarakat untuk mencapai 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih 

baik. Sehingga masyarakat di tempat tersebut 

diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas 

kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. 

  Program Community Development 

memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis 

masyarakat (community based), berbasis sumber 

daya setempat (local resource based) dan 

berkelanjutan (sustainable). Dua sasaran yang 

ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat 

dan sasaran kesejahteraan. 

 Keberhasilan program community 

development ditekankan pada 3 aspek, yaitu : 

a. Community Services merupakan pelayanan 

perusahaan untuk memenuhi kepentingan 

masyarakat. 

b. Community Enpowering adalah program-

program yang berkaitan dengan memberikan 

akses yang lebih luas kepada masyarakat 

untuk menunjang kemandiriannya. 

c. Community Relation yaitu kegiatan-kegiatan 

yang menyangkut pengembangan komunikasi 

dan informasi kepada pihak yang terkait. 

 Menurut Ife (1995) ada 22 (dua puluh 

dua) prinsip dalam pengembangan masyarakat, 

beberapa prinsip yang mendasar yaitu: 

1.  Integrated Development 

Kegiatan pengembangan masyarakat harus 

merupakan sebuah pembangunan yang 

terintegrasi, yang dapat mencakup berbagai 

aspek kehidupan manusia, yaitu sosial, 

ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan 

spiritual. Kegiatan pengembangan masyarakat 

difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan 

tersebut harus memperhatikan dan 

memperhitungkan keterkaitan dengan aspek 

lainnya. 

2. Human Right 
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 Kegiatan pengembangan harus dapat 

menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap 

manusia untuk hidup secara layak dan baik. 

3. Empowerment 

Pengembangan masyarakat menjadi proses 

belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan 

dirinya, sehingga kegiatan pengembangan 

masyaakat dapat berkelanjutan. 

4. Self-reliance 

Kegiatan pengembangan masyarakat sedapat 

mungkin memanfaatkan berbagai sumber 

yang dimiliki oleh masyarakat daripada  

menggantungkan kepada dukungan dari luar. 

Adapun sumber yang berasal dari luar 

haruslah hanya sebagai pendukung saja. 

5. Organic Development 

      Kegiatan pengembangan merupakan proses 

yang kompleks dan dinamis. Selain itu, 

masyarakat sendiri mempunyai sifat organis. 

Oleh karena itu, untuk bisa berkembang 

membutuhkan lingkungan dan kondisi yang 

sesuai dengan keadaan masyarakat yang unik. 

Untuk itu percepatan perkembangan 

masyarakat hanya bisa ditentukan oleh 

masyarakat itu sendiri, dalam pengertian 

ditentukan oleh kondisi dan situasi pada 

masyarakat. 

6. The Integrity of Process 

      Proses di dalam pengembangan masyarakat 

akan melibatkan berbagai pihak, berbagai 

teknik, berbagai strategi, yang kesemuanya 

harus terintegrasi dan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk belajar. 

7. Cooperation (Koperasi) 

      Pengembangan masyarakat lebih 

membutuhkan struktur yang kooperatif, 

mengingat proses pengembangan masyarakat 

dilakukan untuk dalam kondisi yang harmonis 

dan tanpa kekerasan. Kerjasama akan dapat 

lebih menguntungkan, karena dalam 

prosesnya terjadi saling melengkapi dan 

saling belajar. 

8. Participation (Partisipasi) 

 Pengembangan masyarakat sedapat mungkin 

memaksimalkan partisipasi masyarakat, 

dengan tujuan agar setiap orang dapat terlibat 

secara aktif dalam aktivitas dan proses 

masyarakat. Partisipasi ini juga harus 

didasarkan kepada kesanggupan masing-

masing. Artinya bahwa setiap orang akan 

berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda. 

Dengan demikian perlu diperhatikan adanya 

upaya-upaya yang dapat menjamin partisipasi 

dari berbagai kelompok masyarakat. 

 Menurut kamus tata ruang pengertian 

partisipasi adalah ikut serta seara aktif dalam 

suatu kegiatan, misalnya dalam proses atau 

persiapan perencanaan dan pembangunan 

kawasan atau bangunan. Tiga prinsip dalam 

menumbuhkan pengembangan partisipasi, yaitu: 

a. Proses kegiatan dengan melakukan aktivitas 

proyek dan sekaligus mengamati, 

menganalisa kebutuhan dan keinginan 

masyarakat 

b. Melakukan kegiatan melalui pengembangan 

paranata sosial yang sudah ada dalam 

masyarakat.  

 Pengembangan institusi perlu dilakukan 

karena dengan institusi yang ada di 

masyarakat, berarti berperan serta dalam 

institusi yang ada 

c. Participatory. Cara ini merupakan pendekatan 

yang umum dilakukan agar dapat menggali 

kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau 

komunitas. Participatory dalam arti luas 

merupakan pendekatan keikutsertaan dalam 

segala aktivitas yang berlaku di masyarakat. 

 Sistem pendanaan kegiatan Community 

Development harus memberikan pesan kepada 

masyarakat bahwa kegiatan yang ditangani adalah 

kegiatan masyarakat yang dibantu oleh pengelola 

dan bukan yang dihadiahkan kepada masyarakat. 

Sistem pendananaan harus dapat menciptakan 

rasa tanggung jawab dalam diri masyarakat atas 

kegiatan yang ditanganinya. 

   Kemampuan finansial untuk mengelola 

kawasan merupakan suatu bagian yang tak 

terlepas dari fungsi pengelolaan kawasan. Saat ini 

sember-sumber pendanaan kawasan diperoleh 

dari: 

1. Dana Mitra. 

 Dana ini dikelompokkan kepada 2 sumber 

yaitu sumber APBD dan sumber swasta/pihak 

luar, yang bersumber dari APBD yaitu dana 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh unit/satuan kerja Pemda 

termasuk dana untuk program PPMK. Adapun 

dana yang bersumber dari pihak luar adalah 

sumber pendanaan dari pihak swasta, lembaga 

donor, dan pihak luar lainnya yang memiliki 

kepedulian untuk melaksanakan kegiatan di 

kawasan yang mendukung pemeliharaan 

kawasan. 

 

2. Dana Swadaya. 

  Dana ini bersumber dari masyarakat di 

kawasan sebagai bagian dari partisipasi 

mereka. 
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  Pendanaan tersebut dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang menyangkut aspek fisik, sosial dan 

masyarakat. Pendapatan dana tersebut tidak 

sepenuhnya dikembalikan, dikarenakan sumber 

dana harus diserahkan Dinas Pendapatan Daerah 

(Dispenda) selanjutnya dikembalikan dalam 

bentuk APBD, sehingga daya survive kawasan 

harus ditunjang oleh pihak pengelola menggali 

sumber-sumber pendanaan keuangan dan 

kemampuan pengelolaan financial. Dengan 

demikian akan berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan kawasan secara keseluruhan baik 

fisik, sosial dan ekonomi. 

 Dana yang didapatkan dari APBD 

merupakan usaha dari pihak pengelola kawasan 

dengan memuat program kinerja dan kegiatan 

yang dibuat untuk 1 tahun berjalan. Besaran 

pendanaan dari APBD bergantung pihak 

pengelola saat memprensentasikan dan 

mempertahankan program yang telah dibuat. 

 

Metode Penelitian  

  Sebagaimana telah dirumuskan dalam 

perumusan masalah dan tujuan dari penelitian 

yang diajukan dalam bab 1 (satu). Maka analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif 

dan analisis kuantitatif. 

a. Analisis deskriptif  kualitatif dilakukan 

dengan melihat mengetahui tingkat partisipasi 

masyarakat berdasarkan tingkat pengetahuan 

terhadap kegiatan yang berlangsung di PIK, 

serta memberikan gambaran yang jelas akan 

sistem pengelolaan kawasan yang melibatkan 

masyarakat Perkampungan Industri Kecil 

(PIK) BPLIP Pulogadung Kecamatan Cakung 

Kotamadya Jakarta Timur. 

b. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan dan 

perilaku responden, serta hubungan antara 

kesadaran responden terhadap wilayah tempat 

tinggalnya.  

 Adapun metode perhitungan analisis 

kuantitatif yang digunakan adalah Metode 

Tabulasi Silang (Crosstabs). Crostabs berguna 

untuk menampilkan tabulasi silang (tabulasi 

kontigensi merupakan pengukuran asosiasi 

berdasarkan Chi-Square) yang menunjukkan suatu 

distribusi bersama dan pengujian dua variabel atau 

lebih, terutama sekali variabel dalam bentuk 

kategori dengan menggunakan software SPSS 15. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Dimana,oij menyatakan banyaknya observasi dan 

eij menyatakan banyaknya observasi yang 

diharapkan dalam sel (i-j) dengan syarat kedua 

variabel tidak berasosiasi. Sedangkan, Σ adalah 

penjumlahan yang dilakukan untuk semua i dan j. 

 

Analisis 

Berdasarkan hasil tabulasi Pengelolaan 

Kawasan Berbasis Masyarakat di Perkampungan 

Industri Kecil (PIK) Pulogadung menunjukkan 

bahwa partisipasi masyarakat PIK BPLIP masih 

rendah. Artinya, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat 

yaitu, sebagai berikut : 

1. Pendidikan yang masih rendah sehingga 

mempengaruhi pola piker warga, hal ini 

merupakan salah satu faktor penyebab 

sempitnya peluang dan  akses mereka untuk 

dapat meningkatkan usaha ekonominya;  

2. Dana masih terbatas, sehingga pembiayaan 

pemeliharaan kawasan masih dipandang berat 

oleh warga yang berpendapatan rendah; 

3. Pengetahuan  warga yang masih rendah 

sehingga tidak langsung menerapkannya. 

Kebanyakan orang akan melihat akan 

pelaksanaan pengawasan peraturan terhadap 

peraturan yang dikeluarkan oleh pihak 

pengelola; 

4. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan 

kawasan PIK BPLIP Pulogadung masih 

rendah. Hal ini disebabkan, di lingkungan PIK 

BPLIP telah terdapat peraturan, fasilitas 

pendukung dan pengawasan dari pihak 

pengelola. Sedangkan kesadaran dalam 

pengelolaan kawasan merupakan murni 

kesadaran diri sendiri terhadap peran sertanya 

memelihara tempat tinggal 

5. SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih 

rendah terhadap peran sertanya dalam 

pengelolaan kawasan. 

  

 Langkah-langkah yang akan diambil untuk 

sistem pengelolaan kawasan yang melibatkan 

masyarakat PIK BPLIP melalui strategi dan tahap 

pelaksanaan berdasarkan community 

development, sebagai berikut : 

1. Strategi integrasi program 

2. Strategi pendanaan 

3. Strategi pengorganisasian masyarakat 

4. Tahapan Pelaksanaan 

Langkah-langkah ini lebih menekankan kepada 

pemberdayaan masyarakat PIK BPLIP dengan 

bekerja sama kepada pihak pengelola dan 

institusi-institusi terkait. Kegiatan pengembangan 
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masyarakat dalam pengelolaan kawasan 

merupakan salah satu kegiatan community 

development dengan proses penelitian dan 

perencanaan. Proses dalam community 

development dikenal dengan participatory action 

research (PAR). 

1. Strategi Integrasi Program 

Program Community Based Development 

(CBD) dilakukan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan. 

Sehingga pengintegarasian program sangat 

penting dilakukan. 

Membangun keterpaduan dan integarsi 

program melalui rapat atau pertemuan dan 

melibatkan stakeholders lainnya untuk 

membahas masalah serta mengambil berbagai 

kebijakan yang terintegrasi antara satu 

program dengan program lainnya. Proses 

pelaksanaan ini ditujukan untuk : 

a) Menghindari tumpang tindih; 

b) Menjamin tercapainya misi yang 

efesiensi dan efeektifitas dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

2. Strategi pendanaan 

 Dalam pengelolaan kawasan berbasis 

masyarakat diperlukan program pendanaan, 

upaya-upaya pemanfaatan dana dalam 

implementasinya, yaitu : 

1. Dana Swadaya  

Dana ini bersumber dari masyarakat di 

kawasan sebagai  bagian dari partisipasi 

mereka dalam mengelola kawasannya. 

Iuran yang akan dikenakan sebesar Rp. 

2.000,- perbulan untuk kegiatan 

kebersihan yang dilakukan warga. 

Selebihnya bantuan teknis dari pihak 

pengelola yang dilakukan oleh fasilitator 

dapat memanfaatkan dan 

mengembangkan kapasitas warga 

melalui pelatihan untuk memberikan 

wawasan, motivasi dan keterampilan 

bagi warga. 

2. Dana atau Pembiayaan Oleh Lembaga 

Formal 

Dana program ini bersumber dari APBD 

yang disalurkan melalui Pemda DKI 

Jakarta dalam bentuk pengembangan 

masyarakat. 

3. Strategi Pengorganisasian Masyarakat 

Proses pengorganisasian masyarakat 

dilakukan dengan memanfaatkan simpul-

simpul komunitas yang telah ada dan berperan 

di berbagai jenis kegiatan, bila diperlukan 

dapat dilakukan pembentukan kelompok-

kelompok sesuai dengan kebutuhan.  

Untuk mendukung penguatan kelompok 

hingga berjalan secara optimal, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sebagai fasilitator, 

motivator dan sebagai pengelola melakukan 

aktivitas pengelolaan kawasan bersama 

masyarakat, yaitu :  

 Membangun keanggotaan masyarakat 

yang aktif, yaitu dalam bentuk masyarakat 

memahami konsep swadaya, menetapkan 

tujuan masyarakat, menetapkan dan 

memiliki anggota kelompok seara 

demokratis, mengembangkan aturan 

kelompok di dalam pengorganisasian, dan 

merancang pertemuan kelompok; 

 Mengembangkan kualitas kegiatan yang 

dilakukan masyarakat. Strategi yang dapat 

dikembangkan yaitu bimbingan 

penyusunan rencana kegiatan, mengenal 

sumber-sumber dana untuk melaksanakan 

kegiatan, membangun kerjasama dengan 

pihak luar, contoh melalui pola;   

 Mengembangkan koordinasi dan sinergi 

antara pengelola dan masyarakat; 

4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan Masyararakat, yaitu : 

a. Sosialisasi Program 

 Pengelolaan sebuah kawasan yang 

dilakukan oleh semua masyarakat, 

kelembagaan dan lainnya merupakan 

salah satu kunci sukses dari sebuah 

program. Karena dengan diketahuinya 

informasi tersebut masyarakat dapat ikut 

serta untuk melakukan aktivitas 

pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan kawasan. 

 Program yang dilakukan di 

Perkampungan Industri Kecil untuk 

masyarakat PIK ini sebagai berikut : 

 Dilakukan secara merata kepada 

semua lapisan masyarakat, dengan 

cara ini diharapkan semua unsur dan 

lapisan masyarakat dapat memahami 

dan semakin banyak pula yang mau 

berperan serta; 

 Materi informasi yang diberikan 

secara detail dan menyeluruh, tidak 

terpotong-potong. Dengan demikian 

dapat dihindari dari kekeliruan 

pemahaman penerima informasi; 

 Dalam memberikan informasi telah 

menggunakan dan memanfaatkan 

media yang mendukung seperti 

melalui brosur dan produk; 

 Memanfaatkan dan menggunakan 

berbagai pertemuan di tingkat 

masyarakat untuk menyampaikan 
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informasi tentang program yang akan 

dilakukan. 

 Pelaksanaan sosialisasi program 

dilakukan secara pertemuan dihadiri oleh 

tokoh masyarakat, RW, RT, Dewan 

Kelurahan, Pihak Pengelola dan institusi 

yang terkait. 

b. Pembentukan Organisasi 

Pada kegiatan peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan kawasan dilakukan 

kegiatan pengorganisasian masyarakat 

melalui kelompok-kelompok sesuai 

dengan jenis kebutuhan dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan.  

Kelompok yang  teribat dalam 

pengelolaan kawasan berfungsi dan 

berperan : 

 Berfungsi sebagai wadah aspirasi dan 

partisipasi warga; 

 Forum untuk pemecahan 

permasalahan atau sumbang saran 

dalam memecahkan permasalahan 

anggota secara kelompok ; 

 Wahana bagi masyarakat  untuk 

berkomunikasi dan menjalin 

kerjasama dengan pihak lain; 

 Wadah untuk pengembangan 

kapasitas anggotanya dalam menata 

sosial, ekonomi dan lingkungannya. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu : 

 Proses penyadaran warga terhadap 

permasalahan pengelolaan kawasan; 

 Proses pengelompokkan warga 

menurut jenis kegiatan yang akan 

dilakukannya; 

 Proses pembentukan kelompok 

melalui pertemuan-pertemuan; 

 Proses penguatan kelompok dengan 

pendampingan dan pelatihan yang 

dilakukan oleh Tim Pelaksanaan 

Pekerjaan. 

Peran dari institusi lokal, yaitu : 

      Kelompok Kerja 

 Mengorganisir kegiatan pengelolaan 

kawasan; 

 Mengkoordinir, memotivasi dan 

memfasilitasi kelompok-kelompok yang 

tumbuh dan berkembang di 

Perkampungan Industri Kecil ini 

khususnya pembinaan dan pelatihan; 

 Mengembangkan aspirasi dan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan; 

 Memberikan konsultasi kepada warga 

berkaitan dengan pengelolaan kawasan; 

 Membantu kelompok pengelola agar 

dapat memiliki akses ke pihak mitra untuk 

meningkatkan kemampuan dan teknis 

manajemen, permodalan dan lainnya. 

Kelompok Aksi/Pengelola 

 Memfasilitasi dan memotivasi anggotanya 

untuk berperan serta dalam pengelolaan 

kawasan sesuai dengan jenis kegiatannya; 

 Melakukan perencanaan dan pengelolaan 

di bidangnya; 

 Melakukan pemeliharaan dan perawatan;  

 Melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat sesuai dengan bidangnya. 

c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

  Setelah warga mengorganisir diri dalam 

kelompok-kelompok dengan jenis kegiatan 

yang ada, langkah selanjutnya melakukan 

penguatan kapasitas warga. Proses penguatan 

kapasitas ini dilakukan melalui pelatihan-

pelatihan menurut kebutuhan dan jenis 

kegiatan masing-masing kelompok. 

  Kegiatan pelatihan yang dilkasanakan pada 

kegiatan pengelolaan kawasan yang 

meibatkan masyarakat ini mencakup 5 jenis 

pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan untuk penguatan wadah/kelompok 

masyarakat sebagai berikut : 

1.  Pelatihan Motivator        Pemeliharaan 

Fisik Lingkungan 

Pelatihan motivator dilaksanakan 

dengan sasaran memberikan motivasi, 

semangat, kesadaran, sehingga 

pelatihan ini diharapkan memiliki 

semangat, motivasi, jiwa optimis dan 

berpikir positif untuk berperan serta 

dalam pengelolaan kawasan. 

 Pelatihan ini mencakup : 

 Cara mengontrol emosi yakni 

memberikan penyadaran kepada 

peserta tentang pentingnya 

kecerdasan untuk kesuksesan karir 

maupun pengembangan masyarakat; 

 Kunci sukses dalam pengembangan 

pribadi dan dalam kegiatan 

pengelolaan kawasan,kunci sukses 

yang perlu dikembangkan dalam diri 

peserta baik untuk kesuksesan hidup, 

khususnya dalam pengembangan 

masyarakat; 

  Motivasi diri dengan menumbuhnya 

enegi positif dalam setiap diri 

peserta sehingga dapat berpikir 

positif dan optimis dalam 

menghadapi berbagai peran dan 

tugas; 

 Pengenalan bagaimana memelihara 

lingkungan dan mengelola kawasan.  

2.  Pelatihan Pengembangan Masyarakat 
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      Pelatihan pengembangan masyarakat 

dilaksanakan untuk meningkatkan 

motivasi dan kemampuan peserta dalam 

mengembangkan atau pemberdayaan 

masyarakat. Pelatihan ini mencakup : 

 Pemahaman tentang konsep dan 

prinsip-prinsip pengembangan 

masyarakat; 

 Pemahaman peran pengembangan 

masyarakat yang mencakup peran 

fasilitas, pendidikan, pendamping 

dan peran teknis; 

 Keterampilan pengembangan 

masyarakat yang mencakup 

keterampilan berkomunikasi, 

bekerjasama, mendidik, 

menyediakan sumber daya, 

memecahkan konflik, saling 

memotivasi, manajemen, persentasi 

riset dan berbagai keterampilan 

lainnya. 

3. Pelatihan Pengembangan Potensi atau 

Produk Lokal 

 Kegiatan pengelolaan kawasan di 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) ini, 

dikembangkan upaya-upaya untuk 

memecahkan permasalahan dengan cara 

inovatif untuk meningkatkan peningkatan 

peluang usaha dan peluang kerja yaitu 

memanfaatkan hasil kegiatan industri ini 

menjadi barang yang memiliki kualitas 

baik dengan harga yang terjangkau, serta 

mengembangkan sumber daya tenaga 

kerja untuk meningkatkan kapasitasnya 

sebagai pengrajin dalam menciptakan 

produk yang akan dipasarkan. 

4.  Pelatihan Pemasaran Produk 

Pemasaran produk di Perkampungan 

Industri Kecil ini, disediakan beberapa 

failitas ruangan pameran untuk barang 

yang telah jadi. Proses pelatihan 

mengenai pemesaran produk barang yang 

ada di PIK, yaitu : 

 Peluang akses permodalan dan 

penguatan usaha masyarakat; 

 Peluang dan akses pemasaran produk;  

 Pengetahuan dan kemampuan dalam 

manajemen pemasaran. 

 

5.  Pelatihan Penyuluhan Rumah Sehat 

Rumah-rumah yang berada di PIK 

disediakan oleh pihak pengelola untuk 

masyarakat yang berkerja di PIK 

sebagai sarana hunian dan tempat 

usaha. Penyuluhan rumah sehat ini 

dilakukan untuk memberikan wawasan, 

penyuluhan atau penyadaran tentang 

pentingnya rumah dan lingkungan 

sehat, Oleh karena itu, kegiatan 

pengelolaan kawasan yang melibatkan 

peran serta masyarakat di kawasan 

Perkampungan Industri Kecil ini perlu 

dilaksanakan, karena menyangkut 

masalah kesehatan warga yang berada 

di lingkungan perkampungan industri 

d. Penyuluhan  

Disamping pendidikan dan pelatihan, untuk 

meningkatkan wawasan dan kesadaran warga 

dalam meningkatkan kualitas kehidupan 

kampungnya, kegiatan penyuluhan 

merupakan alternatif lain yang dapat 

dilaksanakan untuk memberikan wawasan 

dan kesadaran warga dalam memecahkan 

permasalahan yang ada sekaligus 

mengembangkan kualitas kesehatan dan 

lingkungannya. 

 

 

Kesimpulan 

1. Jenis kegiatan yang ada dalam  pengelolaan 

kawasan baik itu bermanfaat maupun masalah 

yang akan ditimbulkan. Dari hasil 

penelitian,diketahui responden yang di PIK 

BPLIP Pulogadung banyak tidak ikut terlibat 

dalam partisipasinya mengelola kawasan dan 

sebagian besar tidak terlibat langsung, 

responden hanya membayar uang kebersihan 

sebesar Rp.2.000,- per bulan sebesar 44% dan 

mayoritas responden tidak memberi pendapat 

mengenai kegiatan yang ada di masyarakat 

sebesar 53%.  

2. Hambatan yang sering ditemui responden 

dalam keterlibatannya mengelola kawasannya 

yaitu  warga kurang antusias dalam 

berpartisipasi sebesar 58%,serta terbatasnya 

dana warga sebesar 23% Hal ini disebabkan 

hubungan pengelola dan masyarakat yang 

kurang baik, sehingga mayoritas masyaarakat 

berdasarkan hasil kuisioner sebesar 76% tidak 

memberi pendapat mengenai kegiatan yang 

berlangsung di PIK BPLIP Pulogadung ini. 

3. Kondisi fasilitas di PIK  sudah sangat baik dan 

menurut responden, fasilitas-fasilitas yang ada 

di PIK BPLIP Pulogadung sudah mencukupi 

kebutuhan sehingga dapat mendukung 

pelayanan jasa kualitas barang yang ada di 

PIK. Jumlah responden yang menyatakan 

bersedia membentuk organisasi hanya 18% dan 

selebihnya banyak memilih untuk netral, 

padahal kegiatan organisasi ini bisa 

meringankan beban pengelola dalam 
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memelihara kawasannya. Sedangkan, bantuan 

dari pengelola BPLIP terhadap pemeliharaan 

kawasan dan fasilitas-fasilitas yang ada di PIK 

masih terpelihara dengan baik, serta 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) BPLIP 

yang aman. 

4. Pengetahuan responden mengenai informasi 

kawasan tempat tinggalnya menjadi kawasan 

Wisata Belanja banyak tidak diketahui oleh 

responden karena kurangnan tingkat 

kepedulian responden terhadap kawasannya. 

Untuk, biaya pemeliharaan atau perawatan 

lingkungan lebih banyak diketahui responden 

sebesar 98%, karena tiap bulan mereka harus 

membayar uang/biaya pemeliharaan 

lingkungan. 

5. Pengetahuan akan adanya kerjasama antara 

pihak pengelola dan masyarakat lebih sedikit 

diketahui karena kurangnya bersosialisasi 

antara sesama warga dan pengelola. 

Sedangkan, responden yang mengetahui tata 

cara mengelola kawasan hanya berjumlah 14 

orang. 

6. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

kawasan tidak memiliki hubungan dengan 

kegiatan yang berlangsung di PIK BPLIP. Hal 

ini disebabkan karena di lingkungan kawasan 

ini telah terdapat peraturan, fasilitas 

pendukung, serta pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak pengelola sendiri terhadap 

pemeliharaan kawasan. Sehingga, masyarakat 

menjadi tidak memiliki tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungannya. 

7. Sikap masyarakat terhadap pengelolaan 

kawasan tempat tinggalnya menggambarkan 

sisi positif meliputi pengelolaan masyarakat 

lebih baik, masyarakat ingin melakukan atas 

kehendaknya sendiri, biaya yang dikeluarkan 

masyarakat untuk pemeliharaan kawasan 

murah, kebersamaan menimbulkan hubungan 

yang erat dan dikenal dengan masyarakat PIK 

yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan 

masih adanya partisipasi dari warga, meskipun 

sebagian peran serta tersebut terjadi karena 

keterpaksaan atau kewajiban yang harus 

dilakukan masyarakat karena himbauan dari 

pengelola atau pihak RT. Faktor lainnya yang 

menggambarkan sisi negatif dalam 

partisipasinya mengelola kawasan meliputi 

keterbatasan dana, hubungan yang kurang baik 

antara pengelola dan masyarakat, sehingga 

hubungan kedua belah pihak tidak harmonis 

dalam menjalankan perannya sebagai 

stakeholder. 

8. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan 

dalam peningkatan SDM melalui 

pengembangan modal sosial, pengembangan 

ekonomi warga, serta memperkuat peran dan 

kapasitas warga dalam mengelola sarana yang 

ada. Peningkatan SDM diharapkan merubah 

pola pikir masyarakat secara bertahap terhadap 

peran sertanya mengelola kawasan dan 

mengarahkan kepada mereka dalam mengelola 

dan memelihara sebuah kawasan, bukanlah hal 

yang sulit karena bekerja sama dengan pihak 

pengelola BPLIP. Sehingga, hubungan antara 

pengelola dan masyarakat menjadi erat,dan 

mendukung kegiatan yang berlansung di 

kawasan ini sesuai dengan kebjiakan industri 

kecil.  Hal ini dapat menguntungkan kedua 

belah pihak. 

9. Peran serta kerelaan masyarakat terhadap 

pemeliharaan kawasan dapat disimpulkan 

masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena 

keterbatasan sumber dana, waktu, peralatan 

yang dimiliki, beragamnya pendidikan dan 

pengalaman. Hal ini dapat dipahami karena 

masyarakat penghuni perkampungan ini 

tersebut adalah masyarakat golongan 

masyarakat berpenghasilan rendah yang 

sumber penghasilannya rata-rata dibawah Rp. 

1.000.000,- per bulan. Kegiatan ini lebih 

menekankan kepada masyarakat PIK BPLIP 

dengan melibatkan beberapa institusi terkait 

dan pengelola kawasan. Pemaparan lebih jelas 

dapat dilihat pada Gambar.Model Siklus 

Pengelolaan Kawasan Berbasis Masyarakat. 
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